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his study outlined legal standing of arbitration in the judicial system of Indonesia. It aimed whether 
any legal attempt is allowed by the law towards the court’s award in accordance with the law principle of 
award “inal and binding”. his study also discussed border line of authority of the Prime Court to the in-
dependency of arbitration award (Case study of the Prime Court’s Award Number: 586K/Pdt.Sus/2012). 
A legal-normative research method was used by the author with an analytical of qualitative description. 
As the result showed that arbitration is an extra judicial organization based on International Law which 
had been ratiied by the government to compliment the judicial system in Indonesia. And no legal at-
tempt is allowed to the “inal and binding” award which has been released by the court, e.g.: the inal 
award by Indonesia Prime Court. Based on both International Law and Indonesia Law of Arbitration, 
the Prime Court of Indonesia does not have any authority to intervene the arbitration proceedings neither 
to its award (Case study of Indonesia Prime Court’s Award Number: 586K/Pdt.Sus/2012 showed how the 
Prime Court had violated he Law Number 30 of 1999).  
Keywords : Arbitration award, authority, competency
Arif Edison*
Abstract
Penelitian ini menguraikan kedudukan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini ber-
tujuan untuk mengetahui apakah tersedia upaya hukum oleh undang-undang terhadap putusan akhir 
sesuai asas inal and binding. Penelitian ini juga membahas garis batas otoritas Mahkamah Agung 
terhadap independensi putusan arbitrase (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomer: 586K/
Pdt.Sus/2012). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualita-
tif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial sesuai 
hukum internasional yang telah diratiikasi oleh pemerintah Indonesia berperan untuk melengkapi 
sistem peradilan di Indonesia. Dan tidak tersedianya upaya hukum terhadap putusan akhir sesuai 
dengan asas inal and binding, sebagai contoh adalah putusan akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
Agung. Sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang arbitrase, 
maka sesungguhnya Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk campur tangan terhadap 
proses peradilan yang dilakukan oleh lembaga arbitrase, demikian juga halnya dengan putusan yang 
dihasilkannya (Studi kasus Putusan MA Nomor: 586K/Pdt.Sus/2012 telah menunjukkan bagaimana 
Mahkamah Agung telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, kewenangan, kompetensi
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A. PENDAHULUAN 
 Setelah masa kemerdekaan, seluruh pembentukan hukum negara dilakukan dengan menerap-
kan aturan peralihan dan asas konkordansi, dimana selama belum terbentuk hukum yang baru maka 
akan diberlakukan hukum yang lama. Institusi dan produk hukum warisan kolonial Belanda masih 
tetap berlaku setelah proklamasi kemerdekaan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 
1945 yang menyebutkan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, 
selama belum diadakan peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.  Contohnya adalah 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah dikodiikasi dengan banyak mengadopsi aturan-
aturan terdahulu yang terdapat dalam undang-undang milik Belanda Wetboek van Strafrechts, Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata dari Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dari 
Wetboek van Koophandel, dan juga hukum acara lainnya.
 Peraturan mengenai arbitrase berangkat dari Pasal II UUD 1945 tentang Aturan Peralihan 
yang tegas menyatakan bahwa UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dibentuk sebagai peng-
ganti dari aturan sebelumnya tentang arbitrase dalam Pasal 377 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 
atau Pasal 705 Rechtsreglement Boutengeweisten (RBg), yang berbunyi : “Jika orang Indonesia dan 
orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib 
menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.” Pasal tersebut menegaskan 
kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk: 
 1. Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase;
 2. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk 
  “keputusan”;
 3. Untuk itu, baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, wajib tunduk menuruti 
  peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.
 Bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, hukum perdata materiil yang diberlakukan 
adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 
sedangkan untuk hukum acara perdatanya menggunakan Rv. Dan dalam buku ketiga Rv tentang Pelb-
agai Macam Cara Berperkara, pada Bab 1 diatur ketentuann mengenai putusan wasit (arbitrase) yang 
1  Hotma P. Sibuea, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Krakatauw Book, Jakarta, 2006, hlm. 97-98.
2  Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre  
   for the Settlement of Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules, edisi kedua Sinar Graika, Jakarta, 2001, hlm.  
   1.
3  Ibid., hlm. 2.
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diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv. Pasal-pasal inilah yang wajib diterapkan seb-
agai landasan hukum umum tentang arbitrase pada saat itu. Dengan demikian, keberadaan hukum 
acara mengenai arbitrase dalam Rv adalah “wajib” apabila para pihak hendak menyelesaikan sengketa 
mereka melalui arbitrase.  Adapun 5 (lima) bagian pokok yang merupakan pedoman aturan umum 
arbitrase adalah :
 1. Bagian pertama (615-623 Rv) : Persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter;
 2. Bagian kedua (624-630 Rv) : Pemeriksaan di muka badan arbitrase;
 3. Bagian ketiga (631-640 Rv) : Putusan arbitrase;
 4. Bagian keempat (641-647 Rv) : Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase;
 5. Bagian kelima (647-651 Rv) : Berakhirnya acara-acara arbitrase. 
 Semula arbitrase ini bersifat insidentil yang dibentuk khusus apabila terjadi sengketa, jadi ka-
lau terjadi sengketa, barulah dibentuk arbitrase.  Kemudian di beberapa negara dibentuk badan yang 
bertindak sebagai badan arbitrase, yang sifatnya tidak lagi temporer, yang memberikan perantaraan-
nya dalam menyelesaikan sengketa.  Suatu badan yang diorganisir oleh kamar-kamar dagang atau 
perusahaan-perusahaan. Badan arbitrase semacam ini misalnya American Association for Arbitration 
di New York, he Stockholm Arbitration Institute, International Chamber of Commerce.  Di Indonesia 
belum lama ini telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang pengurusannya di-
lantik oleh Kamar Dagang Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977. Dengan Surat Keputusan dari 
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 
didirikanlah Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Badan Arbitrase dalam sengketa-sengketa 
perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat na-
sional maupun internasional, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 3 Desember 1980.
 Disamping itu, BANI mempunyai acaranya sendiri yang dimuat dalam Peraturan Prosedur 
Arbitrase. Sengketa atau bahan-bahan yang dapat diarbitrasekan ialah: Korporasi, Asuransi, Finance, 
Paten, Hak Cipta, Penerbangan, Telekomunikasi, Ruang Angkasa, Kerjasama, Pertambangan, Agku-
tan Laut & Udara, Lingkungan Hidup, Fabrikasi, Industri, Maritim & Perkapalan, Konstruksi, Pengin-
deraan Jauh.
4  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 285.
5    Ibid.
6    Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992), hlm. 2.
7    Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 286.
8    Ibid., hlm. 287.
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 Lantas dari manakah BANI memperoleh kewenangannya ? Setelah perumusan UUD 1945 dan 
penetapannya sebagai landasan konstitusional bangsa, maka segala pemberian kewenangan yang din-
yatakan langsung oleh UUD 1945 bagi lembaga-lembaga negara adalah bersifat atributif. Berdasarkan 
teori kewenangan, terdapat 3 (tiga) cara dimana suatu badan atau orang dapat memperoleh kewenan-
gan, yakni secara atribusi, delegasi, dan mandat. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerin-
tahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.  Sedangkan pada del-
egasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah dimiliki oleh Badan atau Jabatan TUN yang 
telah memperoleh suatu wewenang secara atributif untuk diberikan kepada Badan atau Jabatan TUN 
lainnya.  Sedangkan pada mandat, pemberian wewenang hanyalah berada dalam hubungan internal 
suatu pekerjaan dimana penerima mandat (mandataris) melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi 
mandat (mandans) dengan segala tanggung jawab yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan 
tugas tersebut tetap melekat pada mandans. 
 Dalam hukum privat, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa 
perdata yang timbul diantara para pihak, antara lain:
 1. Melalui perjanjian informal;
 2. Melalui konsiliasi;
 3. Melalui arbitrase;
 4. Melalui pengadilan/litigasi.
 Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan merupakan proses adjudikatif 
(Adjudicative Processes).  Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan pengadilan (court and ad-
ministrative proceedings).  Eisenberg mengatakan bahwa:
9  Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku 1-Beberapa Pengertian  
   Dasar Hukum Tata Usaha Negara,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 91.
10 Ibid.
11 Ibid., hlm. 92.
12 Agnes M. Toar, Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase  
    di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 72.
13 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolution): Tehnik & Strategi dalam Negosiasi,  
    Mediasi & Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010), hlm. 17.
14 Ibid.
15 Eisenberg, Private Ordering hrough Negotiation: Dispute Settlement and Rule making, dalam Suyud Margono, Ibid.
16 Ibid., hlm. 18. Ibid.
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“Court and Administrative Proceedings, the most familiar process to lawyer, features a third party 
with power to impossed a solution upon the disputants. It usually produces a ‘win/lose’ result”.
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 Litigasi atau adjudikasi publik mengenai sengketa pribadi pada taraf  tertentu merupakan 
suatu alat untuk mencapai tujuan masyarakat.  Namun dalam praktiknya, pengadilan/ litigasi memi-
liki banyak kelemahan seperti proses persidangan yang selalu menempatkan para pihak berada pada 
posisi yang ekstrem sehingga memerlukan pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi 
putusan hakim. 
 Disamping itu, sifat pengadilan yang wajib dibuka untuk umum akan mengakibatkan keraha-
siaan para pihak tidak lagi terjaga sehingga sangat berpotensi untuk merusak reputasi baik yang telah 
dimiliki oleh masing-masing pihak. Jangka waktu proses penyelesaian perkara seringkali menjadi 
cukup panjang, bahkan dalam beberapa perkara dapat menjadi sangat lama tanpa adanya kepastian 
akan batasan waktu penyelesaiannya. Salah satu contohnya adalah suatu perkara sengketa rumah yang 
diduduki tanpa hak oleh pihak lain, dimulai pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta 
dari tahun 1972 sampai tahun 2011 (39 tahun), ternyata belum memperoleh putusan akhir dan kalau 
kemudian diputus untuk dieksekusipun diperlukan waktu dan biaya yang sulit diduga.
 Sedangkan dunia bisnis pada kenyataannya berkembang dengan sangat pesat, apalagi setelah 
memasuki era globalisasi. Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam 
free market dan free competition.  Sehingga terlihat jelas bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadi-
lan/ litigasi bukanlah merupakan pilihan yang tepat bagi para pelaku dunia bisnis yang membutuhkan 
kecepatan waktu serta terjaganya kerahasiaan sengketa demi reputasi dan nama baik.
 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ternyata memiliki beberapa karakter yang diperlukan 
dalam dunia bisnis, seperti adanya batas waktu untuk penyelesaian perkara dan sifat persidangannya 
yang konidensial. Bila memilih pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa dianggap oleh para 
pelaku bisnis memiliki resiko bisnis yang besar, maka memilih arbitrase untuk menyelesaikan seng-
keta bisnis dianggap memiliki resiko bisnis yang relatif lebih kecil.  Arbitrase merupakan suatu bentuk 
lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat.  Dalam beberapa hal, arbitrase mirip dengan adjudikasi 
publik dan sama-sama memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan.  Riskin dan Westbrook men-
guraikan mengenai arbitrase: 
17  Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm. 7.
18 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa  Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Graika,  
     Jakarta, 2012, hlm. 1.
19 Eman Suparman, Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012), hlm. 10.
20 Suyud Margono, Op. Cit., hlm. 19.
21  Ibid.
22  Riskin and Westbrook, Dispute Resolution And Lawyer, American Casebook Series…, dalam Suyud Margono, Ibid.
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 Jadi apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul 
secara baik-baik, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan untuk diselesaikan di luar 
hukum acara. Sehingga janji yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang bagi yang 
bersangkutan (pacta sunt servanda). Jadi yang dijadikan dasar hukum dalam alternatif penyelesaian 
sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 
perselisihannya di luar hakim negara. 
 Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan arbitrase :
 1. Arbitrase dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus perdata, hal ini dapat dilihat dari  
  rumusan kata-kata: “mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para  
  pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu”. 
 2. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak adalah berdasarkan asas kesepakat-
  an bahwa mereka telah memilih lembaga ini untuk mennyelesaikan sengketa di 
  antara mereka. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam  
  Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa semua perj-
  anjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem- 
  buatnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang ini, yaitu bahwa  
  para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan  
  diselesaikan melalui arbitrase. 
 3. Arbiter diberi tugas dan kewenangan dalam bentuk “keputusan”. Hal ini dapat di-
  lihat dari rumusan kata-kata: “arbiter berwenang menentukan dalam putusannya 
  mengenai hak dan kewajjiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka”.  
  Dengan demikian, arbiter mempunyai kewenangan untuk menentukan putusan 
  sebagaimana layaknya sebuah putusan pengadilan. 
23  Ibid., hlm. 7.
24  Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Pennyelesaian Sengketa, Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-
     Undangan, Gramata Publishing, Jakarta, 2013), hlm. 1
25  Ibid., hlm. 2
26    Ibid.
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“Arbitration is a form of adjudication in which the neutral decisionmaker is not a judge or an of-
icial of an administrative agency. here is no single, comprehensive deinition of arbitration that 
accurately describes all arbitration sistem”.
Usep Ranawidjaja Research Center (URRC)
Jurnal Hukum Staatrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014 138
 Jadi dimanakah titik taut yang menghubungkan lembaga arbitrase dengan kekuasaan kehaki-
man Indonesia sehingga menjelaskan kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan di negara kita ? 
Hubungan antara pengadilan negeri dengan arbitrase terdapat pada tahap pelaksanaan dari putusan 
yang telah ditetapkan oleh majelis arbiter, sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) 
UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau sa-
linan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didatarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera 
pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendataran.
 Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan milik negara, 
khususnya dalam proses arbitrase yang merupakan badan pengadilan swasta ini saling bekerja sama 
untuk menjalankan amanat dari konstitusi, yakni untuk menegakkan hukum dalam negara Indonesia 
yang adalah negara hukum. Penjelasan di atas merupakan suatu gambaran bahwa penyelesaian seng-
keta di luar pengadilan publik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penyelesaian melalui 
litigasi. 
 Pasal 3 undang-undang ini telah menjadi border yang jelas yang membedakan kewenangan 
pengadilan publik/ negara dengan pengadilan privat/arbitrase. Pasal 11 menjelaskan bahwa sifat pu-
tusan dari arbitrase adalah independen dan inal, dimana pihak yag dinyatakan kalah oleh majelis 
arbitrase tidak dapat melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi ke pengadilan negri/ litigasi. 
Bahkan, Pasal 53 berbunyi: “Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun”.
 Jadi apabila terhadap ‘pendapat’ yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase saja tidak dapat di-
lakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun, maka terlebih lagi terhadap putusan yang 
dikeluarkan oleh lembaga arbitrase.
 Adapun diskrepansi (kesenjangan) antara das sollen (seharusnya) dengan das sein (kenyataan-
nya) dalam kehidupan hukum yang ingin dikedepankan dalam penulisan latar belakang masalah ini 
adalah terhadap studi kasus yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 
586 K/Pdt.Sus/2012 telah menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu bahwa pihak yang dinyatakan
27  Susilawetty, Loc. Cit.
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kalah dalam putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase ternyata dapat mengajukan upaya 
hukum bukan saja bagi pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut melainkan juga melakukan 
upaya hukum kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, bahkan terlebih lagi Mahkamah Agung dapat 
melakukan intervensi terhadap putusan yang telah dihasilkan oleh majelis arbitrase. Berdasarkan 
latar belakang yang telah dikemukakan diatas, ternyata telah menimbulkan permasalahan yang dapat 
penulis rumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan di 
Indonesia ? 2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase sesuai asas inal 
and binding ? 3. Apakah Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan negara dapat mencam-
puri putusan arbitrase ?
B. METODE PENELITIAN
 Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuiridis normatif. 
Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) ialah metode penelitian hukum kepustakaan 
yang menggunakan metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada.  Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi pustaka data sekunder yang dipergunakan terdiri atas: bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik analisis data dalam penelitian ini meng-
gunakan deskriptif kualitatif.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Kedudukan Hukum Mahkamah Agung Terhadap Sengketa yang Memuat Klausul 
      Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
 Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan klausul 
arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yurisdiksi absolute arbitrase. Alasannya, 
para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, maka 
berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan itu mengikat kepada mereka, sehingga penyelesai-
annya tidak dapat dilakukan melalui badan lain selain arbitrase. 
28  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke–11, Raja
    Graindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13–14.  
29  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata… Op. Cit., hlm. 184-185. 
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 Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah mengakui bahwa arbitrase merupakan lembaga 
ekstra yudisial yang lahir dari adanya klausula arbitrase yang terdapat dalam suatu perjanjian, sehing-
ga mempunyai legal efect yang memberi kewenangan absolut kepada badan arbitrase yang ditunjuk 
untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasarkan asas Pacta Sunt Ser-
vanda. 
 Sikap MA yang menonjolkan doktrin Pacta Sunt Servanda pada klausul arbitrase, dikemuka-
kan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana.  Dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976, MA mengatakan 
bahwa polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan bahwa sengketa yang tim-
bul dari polis diselesaikan melalui arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, Pengadilan Negeri tidak 
berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA 
No. 3179 K/ Pdt/ 1984.
 “Dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, dan men-
gadili gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus 
dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.” Pada 
dasarnya, apa yang disengketakan secara materiil, termasuk dalam yurisdiksi Peradilan Umum (Pen-
gadilan Negeri). Akan tetapi secara formil, jatuh pada yurisdiksi absolute arbitrase berdasarkan kes-
epakatan para pihak.
 Disamping itu, sebagai lembaga ekstra yudisial, maka pilihan lembaga arbitrase tersebut 
menggeser kewenangan pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan negara untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul dari perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase.
 Campur tangan pengadilan terhadap proses arbitrase ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 
a. pengangkatan arbiter; b. hak ingkar arbiter; c. pendataran putusan; dan d. pembatalan putusan.
2.  Mekanisme Peradilan Mahkamah Agung yang Menyalahi Undang-Undang No. 30 Tahun   
     1999 tentang Arbitrase
30 M. Khoidin, Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Aswaja, Yogyakarta, 2013, hlm. 10.  
31 Yahya Harahap, Arbitrase, Op. Cit., hlm. 89.  
32 Tanggal 4-5-1988, Yurisprudensi Indonesia, 3 Mahkamah Agung RI, 1990, hlm 103. Sebagaimana dikutip dalam Yahya  
    Harahap, Hukum Acara Perdata… Op. Cit., hlm. 185. 
33 Ibid.
33 M. Khoidin, Loc. Cit..
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 Oleh karena kedua pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikan setiap perkara 
yang timbul melalui forum arbitrase (dalam hal ini BANI). Dan oleh karenanya jelas bahwa arbitrase 
adalah satu-satunya forum yang memiliki kompetensi absolute untuk menyelesaikan setiap segketa 
yang timbul. Sesuai dengan Pasal yang menyatakan bahwa pilihan terhadap forum arbitrase telah me-
niadakan hak para pihak untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri. Di samping itu, jelas 
sekali bahwa Pengadilan Negeri wajib untuk menolak dan tidak campur tangan terhadap suatu seng-
keta yang di dalamnya telah memuat klausula arbitrase (para pihak telah menyatakan untuk menyele-
saikan setiap sengketa yang timbul melalui forum arbitrase).
 Klausula arbitrase yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah bersifat inal dan 
mengikat para pihak. Maka sebenarnya tidak dapat dilakukan suatu upaya hukum (banding dan kasa-
si) seperti yang dapat dilakukan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui peradilan umum. Hal 
inipun merupakan adopsi dari hukum internasional seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
pada saat sengketa antar negara yang telah memilih forum arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya, 
maka para pihak yang bersengketa tidak dapat melimpahkan perkaranya kepada Mahkamah Interna-
sional.
 Adapun sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak adalah karena PT. Bumi Gas Energi 
telah melakukan cidera janji (wanprestasi), yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian kerja 
di antara kedua belah pihak dengan baik, dan putusan arbitrase telah menempatkan PT. Bumi Gas 
Energi sebagai pihak yang kalah.
 Adapun dasar dari pembentukan arbitrase adalah pilihan dan kesepakatan dari kedua pi-
hak, termasuk majelis arbiternya terdiri dari hakim-hakim yang telah disetujui oleh kedua belah pi-
hak, sehingga dasar mengikat dari putusan arbitrase pun jelas sumbernya. Dan mengenai kekuatan 
eksekusinya, adalah melalui pendataran yang dilakukan di Pengadilan Negeri.
 Yang menjadi kesalahan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 586 K/Pdt.Sus/ 2012 ini adalah:
a. Dalam alasan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim Mahkamah Agung  
 yang menyatakan bahwa adanya dokumen yang menurut Pemohon adalah mengandung tipu  
 muslihat ternyata telah diajukan kepada Majelis Arbitrase, namun tidak dipertimbangkan 
 oleh Majelis Arbitrase.
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 Hal di atas dengan jelas mengindikasikan bahwa Majelis Arbitrase seolah-olah tidak cakap 
dan tidak layak untuk bertidak sebagai hakim untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, dimana 
hal tersebut amat bertentangan dengan prosedur pengangkatan hakim dalam majelis arbitrase. Jadi 
apabila majelis arbitrase telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan setelah memperhatikan 
adanya dokumen yang mengandung tipu muslihat, maka dokumen tersebut dapat dipastikan sudah 
dipertimbangkan sesuai dengan keadilan yang termaktub dalam kalimat pembukaan putusan “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Dan jelas 
sekali bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak segala bentuk permohonan penyelesaian sengketa 
yang di dalamnya telah tercantum klausula arbitrase.
b. Putusan terhadap sengketa pokok telah dijatuhkan oleh majelis arbitrase pada 17 Juli 2008  
 dengan Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007. Dan permohonan pertama kali pembata-
 lan putusan oleh PT. Bumi Gas Energi telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
 dengan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor  
 16 PK/Pdt.Sus/2010. Bahkan pada Tingkat Banding, Mahkamah Agung dengan Nomor 250 
 K/Pdt.Sus/2009 (P-2b) telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Mei 2009, dengan amar:
 MENGADILI :
 “Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding PT. Bumi Gas Energi tersebut”;
 “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt P/2008/PN.Jkt.Sel  
 tanggal 15 Januari 2009” ;”Menghukum Pemohon Banding I Pemohon untuk membayar 
 biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)”.
 Dasar alasan Mahkamah Agung pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadian Negeri 
Jakarta Selatan, dikemukakan dalam pertimbangan halaman 24 sebagai berikut: “bahwa gugatan yang 
diajukan oleh Pemohon adalah gugatan pembatalan putusan Arbitrase”, “bahwa pembatalan putusan 
Arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Ps.70 
Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999”, “bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan 
Pemohon… Selanjutnya, Mahkamah Agung pada Peradilan Peninjauan Kembali (PK)dengan Nomor 
16 PK/Pdt.Sus/2010 (P-2c) :telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya ber-
bunyi :
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 MENGADILI :
 “Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Bumi  
 Gas Energi tersebut”.
 Dalam konklusi pada alinea ke-3 halaman 49 Putusan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim 
Mahkamah Agung “mengadili sendiri” perkara ini.
 Dari uraian di atas dapat di analisa bahwa Mahkamah Agung telah melanggar ketentuan UU 
No. 30 Tahun 1999 dengan turut campur tangan terlalu jauh dalam menyelesaikan sengketa yang di 
dalamnya telah dicantumkan klausul arbitrase yang menyatakan bahwa para pihak setuju untuk me-
nyelesaikan sengketa yang timbul hanya melalui forum arbitrase yang jelas-jelas dipilih berdasarkan 
kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian.
 Sehingga kekuatan putusan arbitrase yang seharusnya inal dan mengikat tidak tampak nyata 
sama sekali dalam studi kasus putusan MA No. 586K/Pdt.Sus/2012 ini. Demikian juga halnya dengan 
kompetensi absolute yang dimiliki oleh majelis arbitrase telah sangat nyata dilanggar oleh mekanisme 
peradilan MA.
 P.T. Bumi Gas Energi Mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Agung Untuk Memeriksa 
Mengenai Salah atau Tidaknya Penerapan Hukum (Judex Iuris) Dalam Format Yang Salah (seharus-
nya Peninjauan Kembali, bukan Kasasi). Putusan MA No. 586K/Pdt.Sus/2012 dengan jelas memeriksa 
mengenai kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan sebelumnya, namun mekanisme putu-
san Mahkamah Agung tersebut sangatlah bias karena jika kita memperhatikan ketidaksinkronan atau 
tidak adanya konsistensi pada format permohonan yakni dalam bentuk Permohonan Kasasi namun 
pada bagian substansinya jelas-jelas memeriksa mengenai kesalahan penerapan hukum (Judex Iuris) 
yang hanya dapat dilakukan pada tahap upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.
3.  Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Terhadap Putusan Arbitrase sesuai dengan Asas Final  
      and Binding 
a. Keharusan Pendataran Putusan Arbitrase Sebagai Syarat Eksekusi pada Hakikatnya 
 Bertentangan Dengan Daya Eksekusi atau Self-Executable yang Dimilikinya 
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 Keharusan untuk mendatarkan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri seha-
rusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Karena sesuai 
dengan Konvensi Internasional, pada hakekatnya putusan arbitrase memiliki self-executable atau daya 
eksekusi. Dan oleh karena itu, seluruh klausul arbitrase di dunia menegaskan sifat “inal and binding” 
yang melekat pada putusan arbitrase. Hal ini senada dengan pernyataan DR. Eman Suparman dalam 
disertasi beliau yang dibukukan dengan judul Arbitrase dan Dilema Penegakkan Keadilan yang baru 
dirilis pada tahun 2012. Demikian halnya yang juga dinyatakan oleh Prof. H. Priyatna Abdurrasyid 
sebagai salah satu pakar arbitrase Indonesia yang sudah sangat banyak berkecimpung dalam arbitrase 
internasional.
 Sedangkan jika keharusan untuk mendatarkan putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan 
Negeri dijadikan syarat formil yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya putusan arbi-
trase, maka dapat dikatakan bahwa di dalam prosedur pelaksanaan putusan arbitrase, terdapat usaha 
“pelemahan” wewenang lembaga arbitrase. Hal ini dianalisa oleh beberapa pakar karena arbitrase 
merupakan satu-satunya lembaga litigasi swasta yang merupakan pilihan utama dari alternatif peny-
elesaian sengketa yang ada, dimana pemerintah tidak memberikan prioritas terhadap pelayanan dan 
pelaksanaannya, sehingga dapat dirasakan tidak adanya kesamarataan yang merupakan wujud dari 
teori keadilan, dan terhadap sikap pemerintah yang tidak konsisten sebagai pelaksana Konvensi In-
ternasional yang telah diratiikasinya justru malah menggambarkan lemahnya konsep negara hukum 
yang dijadikan tujuan nasional oleh pemerintah kita.
 Dan dibandingkan dengan hasil Konsorsium Internasional tentang pemahaman 7 (tujuh) bi-
dang peradilan yang unggul (International Framework of Court Excellence), khususnya bidang hukum 
acara (court proceedings), maka penyelesaian sengketa arbitrase yang dilakukan oleh BANI-sehubun-
gan dengan keharusan pendataran ke Panitera Pengadilan Negeri yang berakibat tidak dapat dilak-
sanakannya putusan arbitrase, telah nyata bertentangan dengan asas peradilan yang baik.
b. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Bertentangan dengan Asas Final dan Binding
 Sesuai dengan predikat dari sebuah putusan yang bersifat “inal and binding”, maka sebagai 
putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap seharusnya putusan tersebut langsung bisa dilak-
sanakan tanpa bisa diajukan lagi upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Usep Ranawidjaja Research Center (URRC)
Pada bagian kepala putusan arbitrase terdapat title eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Ber-
dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, berdasarkan title eksekutorial tersebut maka putusan arbitrase 
dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan pengadilan jika para pihak tidak bersedia secara 
sukarela untuk melaksanakannya. 
 Terlihat jelas bahwa peran pengadilan negeri hanyalah sebatas “membantu” atau pelengkap, 
sedangkan bagian substansi pemeriksaan dan penjatuhan putusan yang inal and binding ada pada 
majelis arbitrase. Akan tetapi dalam praktiknya, ternyata pihak yang kalah masih diberikan kesempa-
tan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan menurut hukum.
 Senada dengan pernyataan Cicut Sutiarso dalam bukunya Pelaksanaan Putusan Arbitrase 
Dalam Sengketa Bisnis: “…secara parallel dapat ditafsirkan bahwa sesuai dengan asas peradilan yang 
baik, maka putusan arbitrase yang merupakan putusan tingkat akhir juga harus tetap dapat dilaku-
kan eksekusinya sekalipun ada upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase…” Karena pada 
hakekatnya, substansi pemeriksaan pada upaya pembatalan putusan arbitrase adalah sama dengan 
substansi pemeriksaan pada peninjauan kembali/ Judex Iuris, yakni untuk memeriksa apakah terdapat 
kesalahan dalam menerapkan hukum pada putusan yang telah dijatuhkan sampai tingkat akhir dan 
berkekuatan hukum tetap (inal and binding).
c. Upaya Hukum yang Terbatas Terhadap Putusan Arbitrase Bertujuan untuk Menjaga 
 Konidensial/Privatisasi Para Pihak Sesuai dengan Asas Itikad Baik dalam Peradilan Arbitrase
 Putusan Arbitrase yang bersifat “inal and binding” bertujuan menjaga privatisasi para pihak 
sebagai pelaku bisnis yang harus menjaga reputasinya, demikian juga halnya dengan terbatasnya upa-
ya hukum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang terhadap upaya pembatalan putusan arbitrase 
adalah untuk menjaga konidensial/privatisasi para pihak dan sejalan dengan asas itikad baik yang 
terkandung dalam jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase. Namun dengan 
adanya ketidakpuasan yang tergambar dari pihak yang kalah, dengan tidak melaksanakan isi putusan 
arbitrase melainkan terus melakukan perlawanan melalui segala bentuk upaya hukum dari tahun 2008 
sampai dengan tahun 2012, sesungguhnya P.T. Bumi Gas Energi telah melanggar asas itikad baik dan 
privatisasi yang terkandung dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
 Padahal tujuan arbitrase dijadikan pilihan para pihak adalah untuk menyelesaikan sengketa 
agar tidak dikonsumsi oleh public (bersifat rahasia / tertutup). Namun dengan adanya gugatan 
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pembatalan yang berlarut-larut dan upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak pemohon telah 
membuat berita-berita pengadilan menjadi makanan empuk untuk dipublikasikan. 
D.  PENUTUP
1.  Simpulan
 a. Kedudukan lembaga arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial melengkapi sistem 
  peradilan Indonesia sesuai hukum internasional.
 b. Tidak tersedia upaya hukum terhadap putusan yang bersifat inal and binding.
 c. Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri putusan majelis arbitrase karena putusan  
  arbitrase sepenuhnya merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak 
  yang bersengketa, sama halnya dengan pengadilan adat yang dibentuk oleh masyara-
  kat adat, demikian halnya dengan majelis arbitrase yang dibentuk berdasarkan kehen- 
  dak para pihak.
2.  Saran-saran
 Putusan Arbitrase yang bersifat “inal and binding” seharusnya ditujukan untuk  menjaga pri-
vatisasi dan reputasi para pihak sebagai pelaku bisnis. Kemudian keterbatasan upaya hukum yang 
diperbolehkan oleh Undang-Undang terhadap upaya pembatalan putusan arbitrase seharusnya di-
upayakan untuk menjaga konidensial/privatisasi para pihak dan sejalan dengan asas itikad baik.
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